SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 82 TAHUN 2015

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI BALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah Provinsi Bali;

1.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
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Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2008 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ( Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali
Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.

2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Provinsi Bali.

4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

BAB II
TUGAS POKOK DINAS
Pasal 2

Dinas mempunyai tugas pokok:

a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan

b. melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan di bidang
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diberikan oleh
Gubernur.
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BAB III

FUNGSI DINAS

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3, Dinas
mempunyai fungsi:

a.

b.

perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah;

pengelolaan dan fasilitasi di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;

pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang
Koperasi , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

pembinaan pelaksana tugas sesuai dengan bidang Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah; dan

pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB IV
RINCIAN TUGAS KEPALA DINAS

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:

a.
b.
C.

d.

|
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menyusun rencana dan program kerja Dinas;

mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan
administrasi berdasarkan kewenangan;

merumuskan kebijakan pengesahan akta pendirian koperasi,
perubahan anggaran dasar koperasi, penggabungan dan pembubaran
badan hukum koperasi serta kebijakan perizinan bidang usaha
koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi lintas
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
mendistribusikan tugas kepada bawahan;

menilai prestasi kerja bawahan;

menyediakan dukungan dan fasilitasi pemberdayaan koperasi, usaha
mikro, kecil dan menengah, kerjasama antar Kabupaten/Kota
maupun instansi terkait;

melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum;

membina bawahan dalam pencapaian Program Dinas;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil
pelaksanaan kegiatan Dinas pada setiap : bulan, triwulan, semester,
dan tahunan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.
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BAB V
RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT
Bagian Kesatu
Sekretaris

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas:

poop
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(1)

menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;
mengkoordinasikan program kerja masing-masing Kepala Sub Bagian;
mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian;

membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan
bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
menilai prestasi kerja bawahan;

melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dan Kepala UPT;
mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan keuangan; penyusunan
program evaluasi dan monitoring; umum dan kepegawaian;
mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada
sekretariat, bidang dan UPT untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan kegiatan pada sekretariat, bidang dan UPT setiap ; bulan,
triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala
Dinas;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

c. menilai prestasi kerja bawahan,;

d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub

Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana
kegiatan di Sub Bagian setiap : bulan, triwulan, semester dan
tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
melaksanakan urusan rumah tangga;

. melaksanakan administrasi Pegawai ASN;
penatausahaan barang milik daerah;
menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan
struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;

k. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum

daerah, kehumasan dan keprotokolan;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh

atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
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(2)

(3)

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai prestasi kerja bawahan;

melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
melaksanakan penatausahaan keuangan;

melaksanakan pengawasan keuangan,;

menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
keuangan;

. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

= O S N

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

c. menilai prestasi kerja bawahan;

d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub
Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;

e. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada
sekretariat dan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada
Sekretaris;

f. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan masing-
masing bidang serta UPT setiap; bulan, triwulan, semester dan
tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Rencana Stratejik
(RENSTRA);

. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

%a. :_A.BA qq

BAB VI
RINCIAN TUGAS BIDANG

Bagian Kesatu

Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 7

Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah mempunyai tugas:

poop

=0

menyusun rencana dan program kerja Bidang;

mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
mengkoordinasikan para Kepala Seksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan
bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
menilai prestasi kerja bawahan;

mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada
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(1)

(2)

(3)

Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan
tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
memfasilitasi pembiayaan Koperasi UMKM;

melaksanakan penyebarluasan informasi Pembiayaan Koperasi
UMKM;

mempublikasikan dan mengumpulkan data KUMKM,;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

Pasal 8

Kepala Seksi Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

c. menilai prestasi kerja bawahan;

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana
kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan
untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

f.  memberikan bimbingan dalam meningkatkan kemampuan
pemupukan modal sendiri;

g. menyiapkan petunjuk teknis dan memfasilitasi penyediaan
pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah;

h. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh

atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

j.  melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

-

Kepala Seksi Publikasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

c. menilai prestasi kerja bawahan,;

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana

kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan

untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

menyiapkan bahan dan menyusun buku informasi Koperasi

UMKM;

menyebarluaskan informasi Koperasi UMKM;

mengumpulkan, menyusun, dan mengolah data Koperasi UMKM;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh

atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

=

3

Kepala Seksi Pengendalian dan Monitoring Koperasi UMKM

mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
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c. menilai prestasi kerja bawahan,;

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana
kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan
untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

f. melaksanakan identifikasi permasalahan modal dan pembiayaan
Koperasi UMKM;

g. melaksanakan monitoring terhadap Fasilitasi Pembiayaan bagi
KUMKM;

h. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh

atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

[

j-  melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Bidang Bina Lembaga Koperasi

Pasal 9

Kepala Bidang Bina Lembaga Koperasi mempunyai tugas:

aoop
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menyusun rencana dan program kerja Bidang;

mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
mengkoordinasikan para Kepala Seksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan
bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
menilai prestasi kerja bawahan;

mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada
Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan
tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
menyusun petunjuk operasional pembinaan kelembagaan Koperasi;
melakukan sosialisasi/penyuluhan perkoperasian melaksanakan
Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP),
mengkoordinasikan proses pengesahan akta pendirian koperasi,
perubahan anggaran dasar koperasi, penggabungan dan pembubaran
badan hukum koperasi serta proses perizinan bidang usaha koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi lintas kabupaten/kota,
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

menghimpun kebijakan sebagai bahan dalam penyusunan standar
pelayanan minimal (SPM);

melakukan penilaian bidang kelembagaan koperasi, usulan tokoh
koperasi, koperasi berprestasi, audisi siswa, lomba-lomba
perkoperasian;

melakukan pembinaan, pengawas, dan advokasi terhadap koperasi;
memberikan fasilitasi konsultasi hukum;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

Pasal 10

(1) Kepala Seksi Penyuluhan dan Badan Hukum mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
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(2)

(3)

k.

menilai prestasi kerja bawahan;

menyusun  anggaran/pembiayaan  kegiatan Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana
kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan
untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

menyiapkan bahan  sosialisasi/penyuluhan  perkoperasian,
melaksanakan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP);
melakukan proses pengesahan akta pendirian koperasi,
perubahan anggaran dasar koperasi, penggabungan dan
pembubaran badan hukum koperasi serta proses perijinan bidang
usaha koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi
lintas kabupaten/kota, kepada Kepala Bidang dan diteruskan ke
Kepala Dinas melalui Sekretaris;

menghimpun dan memperbanyak peraturan perundang-
undangan tentang Perkoperasian;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi mempunyai tugas:

a.

b.

c.
d.

W%a. -

menyusun rencana dan program kerja Seksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai prestasi kerja bawahan;

menyusun anggaran/pembiayaan  kegiatan Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana
kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan
untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

merumuskan pembinaan, administrasi organisasi, tatalaksana
dan manajemen serta kerjasama antar koperasi;

menyusun kebijakan sebagai bahan dalam penyusunan standar
pelayanan minimal (SPM);

melakukan penilaian koperasi berprestasi, audisi koperasi dan
peningkatan koperasi berkualitas dan lomba perkoperasian
lainnya;

mengusulkan tokoh koperasi;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pengawasan dan Advokasi mempunyai tugas:

a.
b.

c.
d.

menyusun rencana dan program kerja Seksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai prestasi kerja bawahan;

menyusun  anggaran/pembiayaan  kegiatan Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana
kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan
untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis;

memberikan pembinaan mengenai Sistem Pengendalian Intern
(SPI) koperasi;

melakukan pengawasan dan advokasi terhadap koperasi lintas
Kabupaten/Kota;

memberikan fasilitasi konsultasi hukum;
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j.  membimbing pengawas koperasi menerapkan prinsip

akuntanbilitas;
k. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

[a—

Bagian Ketiga
Bidang Bina Usaha Koperasi

Pasal 11

Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas:

poop
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(1)

menyusun rencana dan program kerja Bidang;

mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
mengkoordinasikan para Kepala Seksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan
bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
menilai prestasi kerja bawahan;

mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada
Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan
tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
menyusun petunjuk operasional penilaian kesehatan koperasi simpan
pinjam /usaha simpan pinjam koperasi;

memfasilitasi pengembangan usaha koperasi dibidang produksi dan
aneka usaha;

memfasilitasi kerjasama/kemitraan koperasi di bidang produksi dan
aneka usaha dengan BUMN/BUMD/Swasta;

melakukan koordinasi pengembangan jaringan usaha koperasi dan
promosi produk unggulan koperasi;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

Pasal 12

Kepala Seksi Produksi dan Aneka Usaha Koperasi mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

c. menilai prestasi kerja bawahan;

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana
kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan
untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

f.  menyiapkan bahan dan pengembangan usaha koperasi dibidang
produksi dan aneka usaha;
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menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama/kemitraan koperasi
dibidang produksi dan aneka usaha dengan
BUMN/BUMD/Swasta;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi mempunyai
tugas:

a.
b.

c.
d.

=l

menyusun rencana dan program kerja Seksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai prestasi kerja bawahan;

menyusun anggaran/pembiayaan  kegiatan Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana
kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan
untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

menyiapkan bahan pengembangan jaringan usaha koperasi dan
promosi produk unggulan koperasi;

menyiapkan bahan temu usaha koperasi;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(3) Kepala Seksi Simpan Pinjam mempunyai tugas:

a.
b.

c.
d.

5 09

menyusun rencana dan program kerja Seksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai prestasi kerja bawahan;

menyusun anggaran/pembiayaan  kegiatan Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana
kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan
untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

menyiapkan bahan perumusan penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/usaha simpan pinjam koperasi;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 13

Kepala Bidang Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
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(1)

(2)

mengkoordinasikan para Kepala Seksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan
bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
menilai prestasi kerja bawahan;

mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada
Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan
tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
memfasilitasi pengembangan lembaga konsultasi, pemasaran,
kemitraan dan jaringan distribusi;

mengembangkan program memasyarakatkan dan membudayakan
kewirausahaan;

memfasilitasi penyebaran informasi pasar;

mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana usaha;
menyusun petunjuk teknis dan memfasilitasi pemberdayaan UMKM;
melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait, dunia usaha
dan lembaga masyarakat;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

Pasal 14

Kepala Seksi Penumbuhan Wirausaha mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

c. menilai prestasi kerja bawahan;

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana
kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan
untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

f.  menghimpun, menganalisa dan pengolahan data;
melaksanakan pembekalan dan bimbingan teknis kewirausahaan
kepada kelompok ekonomi produktif/masyarakat;

h. pemberian bimbingan kepada usaha kecil dan menengah di
bidang usaha;

i. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

j- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

c. menilai prestasi kerja bawahan,;

d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana
kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan
untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
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(3)

menyebarluaskan informasi terhadap pengusaha kecil dan
menengah;

memberikan bimbingan dalam meningkatkan kemampuan dalam
pemberdayaan UMKM,;

menyiapkan petunjuk teknis dan memfasilitasi penyebaran
informasi pasar, promisi dan teknologi;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Kerjasama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
mempunyai tugas:

a.

b.

c.
d.

-

menyusun rencana dan program kerja Seksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku,;

menilai prestasi kerja bawahan;

menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana
kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan
untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

membantu memfasilitasi pengembangan lembaga konsultasi,
pemasaran, kemitraan dan jaringan distribusi;

menyiapkan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis kerjasama
usaha;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(1)

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Bali Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Provinsi Bali (Berita
Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 69) , dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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(2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2015
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Desember 2015

GUBERNUR BALI,
ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
ttd
COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 82
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